BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

Menimbang

Mengingat

DINAS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang
mengamanatkan adanya pengalihan pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan, dan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang semula
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat beralih menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah, maka beban kerja pada
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Sukoharjo menjadi bertambabh;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu disesuaikan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja  Dinas Daerah
Kabupaten Sukoharjo;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengabh;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 583,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang

11

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4194);

.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan  Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

17.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 155);

18.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157);

19.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun
2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 172);

20.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun
2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 179);

21.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

Menetapkan

dan
BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157), diubah
sebagai berikut :

1.

Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset daerah;

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan
dan aset daerah;

pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan
Perdesaan;

pendataan, penilaian dan penetapan PBB Perkotaan
dan Perdesaan;

pengolahan data dan informasi Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan;

pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) Perkotaan dan Perdesaan;

penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) Perkotaan dan Perdesaan;



i. pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Perkotaan dan Perdesaan.

j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi.

2. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 27

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri atas :
1) Subbagian Program;
2) Subbagian Keuangan; dan
3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Anggaran, terdiri atas:
1) Seksi Perencanaan Anggaran;
2) Seksi Penyusunan Anggaran; dan
3) Seksi Pelaksanaan Anggaran.

d. Bidang Pendapatan, terdiri atas:
1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
2) Seksi Penetapan; dan
3) Seksi Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan.

e. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas:
1) Seksi Perbendaharaan I;
2) Seksi Perbendaharaan Il; dan
3) Seksi Perbendaharaan lll.

f. Bidang Akuntansi Dan Pelaporan, terdiri atas :
1) Seksi Akuntansi;
2) Seksi Verifikasi; dan
3) Seksi Fasilitasi Penyusunan Laporan
Keuangan.

g. Bidang Kas, terdiri atas :
1) Seksi Penerimaan;
2) Seksi Pengeluaran; dan
3) Seksi Pengendalian dan Pelaporan.

h. Bidang Aset Daerah, terdiri atas:
1) Seksi Penatausahaan Aset Daerah;
2) Seksi Pendayagunaan Aset Daerah; dan
3) Seksi Perubahan Status Hukum.

i. UPTD;dan
j.  Kelompok Jabatan Fungsional.



(2) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tersebut dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

3. Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan Pasal baru yakni
Pasal 49 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49 A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat
struktural pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah tetap menjalankan tugas dan
kewajibannya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural
baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal I
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, = memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 September 2011

BUPATI SUKOHARJO,
Diundangkan di Sukoharjo ttd
pada tanggal 12 September 2011
WARDOYO WIJAYA

Plt. SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SUKOHARJO
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

ttd

AGUS SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2011 NOMOR 10



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

UMUM.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan
Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor
213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan
Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai
Pajak Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah,
maka beban tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo bertambabh.

Sehubungan hal tersebut maka untuk mewadahi/menangani
penambahan fungsi yang tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010, maka dibentuk Unit Pelaksana Teknis
Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Sukoharjo. Kemudian diadakan perubahan Nomenklatur
pada Seksi-seksi yang dibawahi Bidang Pendapatan pada Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sukoharjo.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka
Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Sukoharjo perlu disesuaikan.

PASAL DEMI PASAL.
Pasal |
Cukup jelas

Pasal Il
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 189



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO
NOMOR 10 TAHUN 2011

BAGAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
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BUPATI SUKOHARJO,
I

I ttd

WARDOYO WIJAYA



